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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

 

NOMOR 13 TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMBAWA, 

 

Menimbang : 

 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Menteri Dalam Negeri 
melakukan klarifikasi terhadap peraturan daerah yang telah 

diundangkan; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan 
umum, sehingga perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, , perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 586); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

dan 

BUPATI SUMBAWA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 3 

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

 

PASAL I 

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa Nomor 586) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17 

(1) Besarnya tarif dasar ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu 

rupiah) 

(2) Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan rumus sebagai berikut: 

Retribusi Terutang : IM x ITK x ILRTU x IG x IL x ILK x Rp100.000,00 

(seratus ribu rupiah) 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa. 

 

 Ditetapkan di Sumbawa Besar  

 pada tanggal 15 Juli 2013 

 
 BUPATI SUMBAWA, 

 

               ttd 
 

 JAMALUDDIN MALIK 
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Diundangkan di Sumbawa Besar 

pada tanggal 15 Juli 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 

 
                 ttd            

  

 
                            RASYIDI 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 13 

 
 

 

 
Disalin sesuai dengan aslinya oleh : 

an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 
Asisten Pemerintahan 

u.b. 
Kepala Bagian Hukum 

 
 
 
 
 
 

I KETUT SUMADI ARTA, SH. 
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b) 

NIP. 19691231 199403 1 094 
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 
NOMOR 13 TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

I. UMUM 

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua 
Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyusuaikan 

dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Perizinan 

Tertentu ini akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan 
tarif retribusinya sebagai penerimaan daerah dalam menyelenggarakan 

pelayanan perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, 

Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan. 

Berdasarkan hasil klarifikasi Pemerintah terhadap hal-hal sebagai 

berikut : 

1. daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar 
yang telah ditetapkan undang-undang; dan 

2. terkait dengan masa berlaku, perubahan dan pencabutan izin ditentukan 

bahwa izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, 

dan apabila pelaku usaha melakukan perubahan yang berdampak pada 
peningkatan gangguan seperti perubahan sarana usaha, perubahan 

kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha serta perubahan 

waktu durasi operasional usaha, wajib mengajukan perubahan izin, 

maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 

2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 
586) perlu diubah. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 606 


